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Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu
sembilan belas bertempat di Pemalang, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. UUSTAGHFIRIIY' S.Pd.I. selaku KEIUA KOUISI PEUILIHAI| UUIIU
XABITPATEI| PEUAL/II|G, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

narna KOUISI PEUILIHAN t UUU KABIIPATEIT PEMAL'I\NG'

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Selatan No. 59 Mulyoha{o
Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAIT PERIAilA;

2. A'TIIf KOUISARIS BESAR FOLIAI IIRISTAITTO Y(X}A DARilAYAIT
S.I.K., U.Si. selaku KEPALII XEFOLISIAI| RESOR PEUTLAJIG,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama XEFOLISIAN RESOR

PEUAL/II|G, berkedudukan di Jalan Jenderal sudirman Timur Nomor

25 Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIIIAII IIEDUA;

PIHAI( PERIAilA dan PIHAI( XEDUA, selanjutnya secara bersama-salna

disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIIIAK PERTATA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas

melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis di Kabupaten

Pemalang;

b. bahwa...
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bahwa PIHAI( I(tIrUA merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di
Kabupaten Pemalang.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2Ot7 tentarry
Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

5. Peraturan Presiden RePublik
tentang Organisasi dan Tata
Indonesia;

Indonesia Nomor : 5 Tahun 2O17,
Kerja Kepolisian Negara Republik

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 24

Tahun 2OO7 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi,
Perusahaan dan/ atau instansi/ Lembaga Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 12

Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Keg'a Sama Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 13

Tahun 2O17 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obyek

Vital Nasional dan ObYek Tertentu;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor Ol Tahun 2O1O;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 7
Tahun 2OL7 tentarLgTahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2O19, sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2018; dan

1 1. Nota Kesepahaman...
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11. Nota Kesepahaman Antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 1491/PR.O7-NK/33/PROV/
XII/20 18 dan Nomor : MOU I 44 I frI/PAM.2. 1 /2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAII sepakat untuk
mclaksanakan Ferjanjian Kerja Sama dalam rangka Pengamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang,

dengan ketentuan sebagai berikut:

BA8 I
IAI(SUD DAX TUJT'A,IT

Pa.al 1

Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman bagi PARA

PIIIAI( dalam rangka Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019.

Tujuan perjanjian keda sama ini adalah terwujudnya peningkatan
sinergitas kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan dalam
rangl<a Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19

agar berlangsung tertib dan aman.

BAB II

RUATG LII|GITI'P
Pual 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

a. Pertukaran informasi/data, yang terdiri atas :

l) PIHAK PERIATA menyampaikan kepada PIHAf,, XEITUA informasi
dan data-data yang berkenaan dengan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19 untuk keperluan

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengamanan Tahapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19 yang dilaksanakan
oleh PIHAK IITDUA;

2) PIEAII NEDUA menyampaikan kepada PIIIAK PERfAIA informasi
dan data tentang kesiapan kegiatan Pengamanan Tahapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan
oleh PIHAI( BTDUA;

3) PIHAK PERTAMA...
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3) PIHAI( PERTA"IA menyampaikan kepada PIHAK XEITUA informasi
dan data lain yang dibutuhkan oleh PIHAK XEDUA sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

b. Bantuan Personel Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:

1) Pengamanan terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019
pada setiap tahapan, dengan jumlah personel ditentukan
berdasarkan analisis dan kajian PIHAK IITDUA dengan

sepengetahuan PIHAI( PERTATA;

2) Pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Pemalang
dan jajarannya serta tempat-tempat lain yang dipergunakan dalam
Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2O19 oleh PIIIAI(
PERIAIA yang dilakukan PIHAX I{EDUA dengan sepengetahuan

PIHAIT PERTATA;

3) PIHAK XEDUA berdasarkan ana-lisis dan kajian dapat mengerahkan
satuan-satuan Polri di wilayah Kepolisian Resor Pemalang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam membantu kelancaran tugas
Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2Ol9 di wilayah KabuPaten Pemalang;

4) PIIIAX PERIATA memfasilitasi tempat untuk personil pengamanan

dan tempat penyimpanan logistik yang diperlukan untuk kegiatan

Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2Ol9 yangdilaksanakan oleh PIIIAK XEDUA

BAB III
PEI,AIISAIAAT
Bsgla! Kce.tu

Pertutarea Infoturd/ Irata
Prtal 3

(1) Pertukaran informasi dapat dilalrukan oleh PARA PTHAI( dengan

menggunakan alat komunikasi yang ada yang dimiliki PARA PIHAI(

lTelepon/ HP, Email, Fax dan HT) dan/ atau dilakukan secara tertulis.
Adapun informasi dan data sebagaimana dimaksud sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 2 diatas;

(2) Informasi/data...
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Informasi/data yang bersifat Rahasia harus benar-benar dijaga
kerahasiaannya oleh PARA PIHAfi, kecuali telah disetujui/disepakati
oleh PARA PIHAI( untuk kepentingan tertentu, sesuai dengan
ketentuan yang mengikat secara internal dari PARA PIHAI!

Kecepatan dan akurasi informasi / data yang disampaikan oleh PIIIAK
PERTATA sangatlah diperlukan sehingga pelaksanaan Pengamanan
Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19 segera dapat
diantisipasi dan dilaksanakan oleh PIHAX X,EDUA.

Bagira Kcdua
Bantuar PcreonCl pgngenrrrrrrn PcnyCleagararn PCntllhaa Umum

Tallua 2O19
Pelel 4

(1) Pengamanan dapat dilakukan atas permintaan PTIIAX PERIAIA
secara tertulis kepada PII{AI( KEDUA pada setiap Tahapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan

mempertimbangkan saran dan masukan PIHAK IITDUA berdasarkan
analisis dan kajian PIIIAX I(EDUA dengan sepengetahuan PIIIAK
PBRIAilA, yang meliputi tahaPan:

a) Pengamanan penyimpanan surat suara, kotak suara, dan bilik
suara;

b) Pengamanan penyimpanan dan distribusi logistik;
c) Pengamanan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara

di TPS;

d) Pengamanan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di
setiap tingkatan;

e) Pengamanan pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019
dan Penetapan Calon Terpilih di setiap tingkatan.

(2) Dalam hat-hal tertentu/ mendesak karena situasi kontijensi PIHAK
PERIAIA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK
XEDUA secara lisan melalui sarana komunikasi yang dimiliki dan
kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis kepada

PIHAI( XEDUA;

(3) Kontijensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (21 diatas adalah

situasi dan keadaan yang bersifat memaksa, mendesak dan bersifat
segera untuk dilakukan suatu tindakan oleh PIIIAB XEDUA atas
permohonan yang disampaikan oleh PIIIAI( PERTAUA;

(4) Pengaturan...
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Pengaturan kekuatan personel Pengamanan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 dilalrukan oleh PIHAI( IIEDUA
sehingga dapat terukur dengan baik.

BAB TV

TIITDAI( LA.ruUT
Posal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan dan menindaklanjuti
Nota Kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Pelaksenaaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) PTHAX PERTATA dilakukan oleh KetLra KPU Kabupaten
Pemalang sedangkan PIHAK I(EITUA dilakukan oleh Kepala

Kepolisian Resor Pemalang;

Dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama ini dimasukan Hak dan
Kewaj iban PARA PIIIAII.

BAB V
IIAK DAr XSWAIIBAIT

Pasel 6

PIHAI( PERTAUA berhak :

a. Menerima bantuan anggota Polri sebagai Liasion OJlter dan
PIHAI( XEDUA dalam kegiatan koordinasi terkait Pengamanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19;

b. Menerima informasi atau data terkait kesiapan Pengamanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dari PIHAX
XEDU&

c. Mendapatkan bantuan personel pengamanan bempa kegiatan
preemtif dan preventif dari PIIIAK I(EDUA dalam pengamanan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

d. Mendapatkan bantuan personel pengamanan dari PTIIAII I(EDUA
di kantor KPU Kabupaten Pemalang dalam rangka Pengamanan

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2O19'

PIHAI( I(EDUA berhak:
a. Menerima informasi dan data yang berkenaan dengan Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2OL9 untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan
pengamanan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 dari PIHAII PERTAIA;

(l)
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b. Menerima...
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b, Menerima Informasi dan data lain dari PIHAI( PERTA.UA terkait
informasi atau data lain yang dibutuhkan oleh PIHAK I(EDUA
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mendapatkan sarana dan prasarana berupa tempat untuk
personel pengamanan di kantor KPU Kabupaten Pemalang dari
PTIIAX PERf/UA;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama dengan PIIIAI( PERTAilA.

PII{AIi PERIAilA berkewajiban:
a. Menyampaikan informasi dan data-data yang berkenaan dengan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2O19 untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan
pengamanan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2O19 kepada PIHAK I(EDUA;

b. Menyampaikan Informasi dan data lain yang dibutuhkan oleh
PIIIAI( XTDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat untuk kegiatan
koordinasi dan personel pengamanan di kantor KPU Kabupaten
Pemalang kepada PIHAI( XTDUA;

d. Menerima bantuan personel pengarnanan dan kegiatan preemtif
dan preventif yang dilakukan PIHAX NEDUA.

PIHAK I(EDUA berkewajiban :

a. Menunjuk personel Liasion Olfier dan menempatkan personel
pengam€rnan di kantor KPU I(abupaten Pemalang;

b. Menyampaikan informasi atau data terkait kesiapan pengamanan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 kepada PIHAK
PERTATA;

c. Melakukan kegiatan preemtif dan preventif dalam rangka
pengamanar tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
20t9;

d. Mengendalikan penguatan bantuan personel pengamanan dalam
rangka Pengamanan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun
2019 di wilayah Kabupaten Pemalang.

BAB VI

SOSIALISAAI

Parel 7
(l) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIIIAI( baik

secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui,
dipahami dan dilaksanakan dengan baik pada setiap tingkatan.

(4)

(2) Sasaran...
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Demikian Peq'anjian Keda Sama dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi
dan dilaksanakan oleh PARA PIHAI(.

PERTA"TIA PIHAI( KEDUA

DARUAWAN. S.I.K.. DI.Si.
FOLISI NRP


